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Pengangsuran Pembayaran
PPh Pasal 29 (AS/LA.21-01)

Panduan Permohonan

melalui



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 TAHUN 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka 

Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan



KETENTUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PPh PASAL 29

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur pembayaran

pajak atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh (PPh Pasal 29) dalam

hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib

Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

2. Pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan 

batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berikutnya. e.g. SK 

Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak <2025 April-2026 Maret> dapat diangsur s.d. tanggal 

<30 April 2027> untuk Wajib Pajak Badan.

3. Surat permohonan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 hanya dapat disampaikan setelah tahun pajak 

berakhir s.d. batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir. e.g. WP Badan memiliki Periode 

Pembukuan <04-03>, permohonan dapat disampaikan mulai tgl 01-April-2026 sd 31-Juli-2026.



PERSYARATAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PPh PASAL 29

❑ Dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, permohonan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak telah menyampaikan:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan

2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir,

yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan:

1. alasan pengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas; dan

2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan

besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan

jangka waktu penundaan;

c. Dilampiri dokumen berupa:

1. laporan keuangan interim atau laporan keuangan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan; atau

2. catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/ atau Penghasilan Bruto untuk Wajib Pajak yang melakukan

pencatatan,

untuk Tahun Pajak yang diajukan pengangsuran atau penundaan; dan

d. Wajib Pajak memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud, dengan kriteria:

1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan

2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.



PERSYARATAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PPh PASAL 29

❑ Dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), permohonan harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak telah menyampaikan:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan

2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir,

yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

b. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan:

1. alasan pengajuan permohonan karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur); dan

2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan

besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk

ditunda dan jangka waktu penundaan;

c. Dilampiri dokumen berupa surat keterangan bahwa Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force

majeur) dari pihak yang berwenang; dan

d. Wajib Pajak memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud, dengan kriteria:

1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud

tersebut; dan

2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.



PROSEDUR PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PPh PASAL 29

❑ Permohonan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 disampaikan:

a. secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak; atau

b. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

❑ Penyelesaian permohonan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 paling lama 3 (tiga) hari kerja.

❑ Keputusan

1. Persetujuan; atau

2. Penolakan permohonan.



SANKSI ADMINISTRATIF

❑ Dalam hal Wajib Pajak diterbitkan surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 atas 

permohonan sebagaimana dimaksud Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana 

diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP, yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

pembayaran angsuran atau pelunasan.

❑ Sanksi administratif berupa bunga ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

❑ Penerbitan STP atas Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 dilakukan setiap bulan.



PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI CORETAX
LA.21-01 Permohonan Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 (Portal)



PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL

Login menggunakan NPWP/NIK 

Wakil/Kuasa



Impersonate ke Akun Badan

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



Pilih menu:

“Layanan Wajib Pajak” > “Layanan 

Administrasi” > “Buat Permohonan 

Layanan Administrasi”

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



Pilih Nomor Penunjukan Wakil/Kuasa

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



1

2

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



1

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



1

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL

Data-data yang harus diisi



PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL

Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Jumlah Angsuran 

diisi sesuai dengan Mata Uang Pembukuan. 

Dalam contoh diisi dengan nilai Rp



Contoh pengisian data

Wajib mengunggah lampiran

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



1

2

1. Centang pernyataan Wajib Pajak

2. Wajib klik “Simpan”

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



1

2

1. Klik “Create PDF” terlebih dahulu dan simpan

2. Lalu lakukan penandatanganan secara elektronik

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



Penandatangan secara elektronik (tte)

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



Pastikan bagian “Tertanda” menjadi 1 

(satu) lalu klik “KIRIM”

1

2

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



Pada langkah “Penerbitan BPE” 
system otomatis melanjutkan ke 

langkah berikutnya

Klik “Lanjut” jika tidak otomatis lanjut 

ke langkah berikutnya

1

2

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



Klik “Lanjut” sampai 

muncul tulisan “Selesai”

1

2

Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran 

Pembayaran PPh Pasal 29 diterbitkan secara 

otomatis

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



Permohonan pada portal selesai 

dilakukan jika muncul tulisan di atas

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



Wajib Pajak dapat memastikan 

bahwa permohonan sudah selesai 

pada Daftar Fasilitas

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL



PPh Pasal 29 yang diangsur akan tercatat 

pada Buku Besar Wajib Pajak sebanyak 

jumlah angsuran

PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI PORTAL
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